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ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 mengatur
penataan tempat usaha dan usaha tertentu untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan
masyarakat. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII
Pasal 24 Tentang Tertib tempat Usaha dan Usaha tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin
Kecamatan Amuntai Tengah) kurang terimplementasikan dengan baik. Terdapat beberapa indikator yang
belum terimplementasikan dengan baik seperti indikator standar kebijakan, anggaran (smber daya finansial),
sarana dan prasarana, penyampaian informasi akurat antarorganisasi pelaksanaan, penyampaian informasi
konsisten antarorganisasi pelaksanaan,kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Faktor
Pengahambat yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9
Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di
Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah) yaitu belum adanya kesadaran para sasaran kebijakan dalam
mentaati peraturan, tidak adanya penambahan Anggota Satpol PP, dan keterbatasan ekonomi dalam
penyediaan tempat. Faktor pendukung yaitu kerjasama dengan dinas terkait, dan keinginan masyarakat untuk
lingkungan tertib. Saran kepada Kepala Satpol PP dan Damkar Hulu Sungai Utara memberikan pelatihan
intensif kepada anggota Satpol PP agar dapat menjalankan tugas penegakan hukum dengan tegas namun
tetap humanis. Kepala Desa Pasar Senin Memfasilitasi ruang dialog antara PKL , Satpol PP dan pemerintah
daerah untuk membahas solusi terbaik terkait penyediaan tempat usaha yang sesuai dengan peraturan.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan daerah, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

A Regional Regulation is Hulu Sungai Utara of Regency Number 9 of 2018 Chapter VIII
Article 24 regulates the arrangement of business locations and certain businesses to maintain
public order, safety, and comfort. The a implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai
Utara a Regency Number 9 of 2018 Chapter VIII Article 24 concerning Orderly Business
Locations and Certain Businesses (Case Study of Street Vendors at the Pasar Senin Market,
Amuntai Tengah District) has not been well implemented. Several indicators have not been
effectively implemented, such as policy standard indicators, budget (financial resources), facilities
and infrastructure, accurate information dissemination between implementing organizations,
consistent information dissemination between implementing organizations, social conditions,
economic conditions, and political conditions. The is inhibiting factors affecting the implementation
of a Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 9 of 2018 Chapter VIII Article 24
concerning Orderly Business Locations and Certain Businesses (Case Study of Street Vendors at
the Pasar Senin Market, Amuntai Tengah District) include the lack of awareness among the policy
targets in complying with the regulations, the absence of additional Satpol PP members, and
economic limitations in providing designated spaces.The supporting factors include collaboration
with relevant agencies and the community's desire for a more orderly environment.
Recommendations include The Head of Satpol PP and Fire Department of Hulu Sungai Utara
should provide intensive training to Satpol PP members to enforce the law firmly yet humanely. The
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Head of Pasar Senin Village should facilitate a dialogue space between street vendors, Satpol PP,
and the local government to discuss the best solutions for providing business locations that comply
with regulations.

Keywords: Implementation, Local Regulation, Street Vendor

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah merupakan sebuah produk hukum pemerintah yang dibuat juga dari
Pemerintah bersama-sama dengan DPRD Provinsi atau juga DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk
oleh Gubernur dan Bupati. Peraturan Daerah juga akan berlaku secara menyeluruh dan mengikat
setiap masyarakat tanpa terkecuali.

Sehingga dengan pembuatannya peraturan tersebut maka wajib dilaksanakan bagi semua
instansi untuk mengingat Indonesia sedang mempunyai beban yang ganda dalam menyelesaikan
suatu masalah dalam ketertiban umum dan juga untuk ketentraman masyarakat. Adapun masalah
ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat merupakan suatu keadaan yang dilakukan secara
dinamis yang dimana akan memungkinkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan
kegiatan secara tentram, tertib dan teratur.

Ketertiban yaitu dimana keadaan yang serba teratur secara berprinsip, kesopanan,
kedisiplinan, dengan maksud untuk dapat mencapai suatu hal yang diinginkan , yaitu terciptanya
sebuah suasana yang damai dan tentram. Maka dari itu harus ada hukum yang mengatur dalam
kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk
ketertiban(order).

Tertib tempat usaha mengacu pada peraturan dan kebersihan dalam mengatur dan merawat
tempat usaha, termasuk aspek-aspek seperti kebersihan, kerapian, keamanan kenyamanan di
lingkungan tempat usaha. Hal ini mencakup beragam kegiatan seperti membersihkan, merapikan,
menjaga keamanan, dan mengatur ruang agar dengan kebutuhan bisnis dan mengakomodasi
kegiatan operasional dengan baik. Dengan menerapkan tertib tempat usaha, pemilik atau pengelola
dapat menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi pelanggan serta meningkatkan efesiensi
dan produktivitas bisnis.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak belanja
untuk menjual barang dan makanan. Istilah ini juga sering digunakan karena dmempunyai lima
kaki. Lima kaki tersebut adalah dua kaki penjual ditambah tiga “kaki” gerobak (sebenarnya tiga
atau dua roda dan satu kaki). Beberapa pedagang memanfaatkan trotoar sebagai tempat berdagang
dan berjualan. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas bagi banyak pengguna jalan dan
pengendara sepeda motor. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan usaha sektor informal yang
berupa pedagang dan produsen, yang sebagian tetap dan sebagian lagi berpindah dari satu tempat ke
tempat lain. Pedagang ini merupakan kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang tidak mempunyai
banyak uang karena menghasilkan yang cukup untuk menutupi biaya hidup sehari-hari.

Adanya pedagang ini di pinggir jalanan umum sudah dari dulu menjadi permasalahan yang
belum dapat diatas. Akibat dari dampak buruknya pedagang kaki lima yang tidak tertib maka
banyak juga keluhan dari masyarkat yaitu macetnya kendaraan yang lewat hingga dapat menyita
waktu yang ada, masyarakat juga tergangggu, dan kebersihan yang tidak terkontrol lagi. Akibat ini
yang menjadikan perselisihan antara pedagang dan petugas pemerintah.
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METODE

Penelitian ini akan mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu (Studi
Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah) dan faktor-faktor yangakan
mempengaruhi dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun
2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu (Studi Kasus PKL Pasar
di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah). Maka peneliti memfokuskan implementasi
menurut dari Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun pendekatan kualitatif adalah sebuah
yang biasanya dilakukan dengan wawancara, observasi (pengamatan) dan pemanfaatan dari
dokumen yang ada, penelitian menurut tingkatan ekspanasi adalah tingkatan dari penjelasan, yaitu
bagaimana berbagai variabel yang diteliti itu akan lebih jelas. Bentuk penelitian kualitatif adalah
data berupa kata yang secara tertulis ataupun juga lisan dari seorang pelaku yang diamati untuk
digunakan dalam bentuk kata dan kalimat (Sugiyono, 2014).

Jenis penelitian yang dilakukkan ini yaitu penelitian jenis deskriptif, penulis akan mencoba
untuk menggambarkan ataupun menulisan sesuai dari kenyataan yang ada dalam objek yang akan
diteliti pada saat penelitian, sesuai dari sebuah kenyataan keadaaan objek yang sebenarnya akan
diteliti, ini berdasarkan dari fakta-fakta yang diteliti pada suatu saat penelitian akan dilakukan, dan
juga berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dilapangan terjadi. Secara konkrit penulisan dalam
penelitian ini akan mendistribusikan fenomena yang berkaitan dengan “Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib
Tempat Usaha dan Usaha Tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan
Amuntai Tengah)”. Dengan melalui proses berupa data Kualitatif analisis dan penelitian data
tersebut dengan merujuk pada konsep atau teori yang relevan.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan selebihnya adalah
data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2016). Sumber data dalam penelitian ini
menggunakan teknik penarikan sumber data yaitu dengan purposive sampling sebanyak 13 Orang.

PEMBAHASAN

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
a. Standar Kebijakan

Adapun Standar kebijakan dari suatu kebijakan harusnya memiliki kesesuaian
sehingga dapat merealisasikan secara mudah dalam pengimplementasian.

Berdasarkan dari hasil wawancara, obervasi, dan juga dokumentasi dapat sudah
disimpulkan bahwa standar dari kebijakan yang ditetapkan dalam Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang
Tertib Tempat Usaha dan Usah tertentu terkait PKL Pasar Di Desa Pasar Senin Kecamatan
Amuntai Tengah Standar kebijakan kurang terimplementasikan dengan baik karena Standar
Kebijakan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini tidak sesuai dengan teori Van
Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) terkait indikator Standar kebijakan dalam suatu
kebijakan harus memiliki kesesuaian sehingga dapat merealisasikan secara mudah.

b. Sasaran Kebijakan
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Sasaran kebijakan merupakan target yang menjadi sebuah objek dalam
pengimplementasian sebuah kebijakan

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dari beberapa dokumentasi dapat diketahui
bahwa sasaran dari kebijakan yang ditetapkan dalam Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib
Tempat usaha dan Usaha tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan
Amuntai Tengah sudah terimplementsikan dengan baik, karena dalam isi kebijakan sesuai
dengan sasaran yang akan dituju dan hasil yang juga diinginkan. Hal ini juga sudah sesuai
dengan teori dari Van Metter dan VVan Horn (Mulyadi, 2016) terkait indikator sasaran dalam
kebijakan harus jelas, sehingga arah pelaksana dapat terukur dengan baik.

2. Sumber Daya
a. Sumber Daya Manusia

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, observasi dan juga dokumentasi untuk
Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan
Usaha Tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Bahwa Sumber Daya Manusia kurang
terimplementasikan dengan baik karna dari segi kuantitas standar Satpol PP masih kurang
untuk bertugas ke setiap desa apalagi untuk memfokuskan ke satu desa karna banyak nya
pasar yang ada di wilayah Hulu Sungai Utara dan dari segi tugas petugas Satpol PP hanya
sesuai jadwal dan jika ada laporan dari warga sekitar maka baru petugas mentertibkan. Hal
ini tidak sesuai dengan teori dari Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) terkait
indikator Sumber Daya Manusia merupakan hal yang penting dalam menetukan suatu
keberhasilan proses implementasi agar dapat berjalan secara baik.

b. Sumber Daya Finansial (Anggaran)

Biaya operasional untuk pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu terkait PKL Pasar
di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah, selain itu sumber dana yang juga
diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, anggaran dari dana desa, maupun
bantuan dari instansi yang terkait dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk sumber daya finansial (anggaran)
dana dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu
Terkait penertiban PKL pasar senin yang berjualan dipinggir jalan masih kurang
terimplementasikan dengan baik karena anggaran yang tersedia tidak fokus untuk
menargetkan agar pedagang kaki lima pasar dapat diatasi tidak lagi berjualan di pinggir-
pinggir jalan. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Van Metter dan Van horn (Mulyadi,
2016) terkait indikator sumber daya finansial (anggaran) menyatakan bahwa keberhasilan
dari proses implementasi sebuah kebijakan ini sangat bergantung darimana kemampuan
untuk dapar memanfaatkan sumber daya yang tersedia yaitu sumber daya finansial atau
dana.

c. Sarana dan Prasarana
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Sarana dan Prasarana adalah sebuah alat atau fasilitas yang dipergunakan untuk
mendukung kegiatan yang bisa memudahkan upaya untuk memperlancar pekerjaan untuk
mencapai tujuan.

Hasil dari sebuah wawancara, juga observasi dan data dokumentasi dapat disimpulkan
bahwa mengenai sarana dan prasarana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha
dan Usaha tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah
kurang terimplementasikan dengan baik karena tempat yang disediakan kurang memadai
untuk menampung mereka berjualan sehingga mengharuskan mereka menggelar dagangan
mereka dipinggir jalan.Hal ini juga tidak sesuai dengan teori dari Van Metter dan Van Horn
(Mulyadi, 2016) terkait indikator sarana dan prasarana, kebijakan perlu di dukung oleh
sumber daya sedangkan sarana dan prasarananya belum memadai sehingga kebijakan tidak
dapat berjalan dengan optimal.

3. Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas
a. Penyampaian informasi akurat antarorganisasi pelaksana

Penyampaian informasi akurat antarorganisasi pelaksana adalah sebuah upaya
komunikasi untuk memastikan sebuah informasi atau pesan yang disampaikan
antarorganisasi pelaksana itu benar, jelas dan dapat di pertanggung jawabkan untuk
menghindari kesalah pahaman antar pelaksana.

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha
tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah untuk
penyampaian informasi antar pelaksana penertiban masih kurang terimplementasikan
dengan baik, karena untuk penyampaian informasi ke para pedagang kaki lima masih belum
terlalu akurat hendaknya ada himbauan berupa spanduk atau baner yang berisikan tentang
tata tertib dalam membuka lapak dagangan. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Van
Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) ada 6 variabel. Pada variabel Komunikasi
antarorganisasi dan penguatan aktivitas perlu penyampaian informasi akurat dan jelas agar
tercapai keberhasilan pengimplementasian kebijakan yang diinginkan.

b. Penyampaian Informasi Konsisten Antarorganisasi Pelaksana

Informasi konsisten adalah informasi yang akurat dan lengkap serta berkomitmen
untuk melakukan suatu tindakan atau mempertahankan secara terus menerus dalam suatu
organisasi.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan juga observasi yang sudah dilakukan bawa
dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9
Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha tertentu terkait
PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah kurang terimplentasikan
dengan baik, memang satpol pp ada menghimbau para pedagang kaki lima tentang larangan
berjualan dipinggir jalan tetapi himbauan itu akan di laksanakan apabila hanya ada
mendapat laporan saja. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Van Metter dan Van Horn
(Mulyadi, 2016) ada 6 variabel. Pada variabel Komunikasi antarorganisasi dan penguatan
aktivitas perlu penyampaian informasi konsisten agar tercapai keberhasilan
pengimplementasian kebijakan yang diinginkan.
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4. Karakteristik Agen Pelaksana
a. Organisasi formal

Hasil dari wawancara dan observasi yang sudah dilakukan dapat diketahui ada
karakter agen pelaksana terkait organisasi formal dalam Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib
Tempat Usaha dan Usaha tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan
Amuntai Tengah cukup terimplementasikan dengan baik, karena untuk menjalankan
kebijakan yang ada mereka saling koordinasi baik dengan bidang yang lain, sudah memiliki
uraian tugas yang jelas dan telah berupaya menjalankan penertiban dengan baik setiap
kebijakan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini sudah sesuai dengan teori dari
Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) ada 6 variabel. Pada variabel Karakteristik agen
pelaksana dengan indikator organisasi formal bahwa memiliki sikap yang baik sehingga
dapat melakanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan aturan kebijakan yang ada.

b. Organisasi Informal

Adapun dari hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan peneliti dapat
ditarik kesimpulan bahwa karakteristik dari agen pelaksana organisasi informal dalam
Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab
VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha tertentu terkait PKL Pasar di Desa
Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah cukup terimplementasikan dengan baik, karena
mengenai masyarakat anggota pengelola pasar juga berperan dalam menjaga kebersihan
sehabis pasar berlagsung. Hal ini sudah sesuai dengan teori dari Van Metter dan Van Horn
(Mulyadi, 2016) ada 6 variabel. Pada variabel karakteristik agen pelaksana dengan indikator
Organisasi informal ada terbentuk didasari dengan kegiatan yang saling bekerjasama satu
sama lain.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik
a. Kondisi Sosial

Setiap melaksanakan organisasi atau kegiatan perlu memperhatikan dari lingkungan
sekitar, kondisi dari lingkungan tersebut dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun
tidak langsung terhadap implementasi suatu peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kondisi sosial dalam Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 bab VIII Pasal 24
Tentang tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin
Kecamatan amuntai Tengah kurang terimplementasikan dengan baik karena pedagang kaki
lima dan pembeli memiliki kebiasaan yang sulit untuk di hilangkan baik dari segi pola pikir
maupun kebiasaan contohnya mereka beranggapan berjualan dan membeli itu lebih
mudah,cepat dan ekonomis. Hal ini tidak sesuai dengan teori Van Metter dan Van horn
(Mulyadi, 2016) ada 6 vaeiabel yang mengatakan kondisi sosial, ekonomi politik dapat
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Kondisi Ekonomi
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Setiap kebijakan pemerintah perlu memperhatikan kondisi ekonomi demi

memperlancar suatu kegiatan atau kebijakan yang akan diterapkan.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi sangat
mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9
Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu terkait PKL
Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kurang terimplementaskan dengan
baik. Karena banyak ditemukannya PKL yang berjualan dipinggir jalan raya yang
seharusnya dilarang membuka lapak dagangan mereka, namun karena tuntutan ekonomi
mereka mengangap bahwa membuka lapak dagangan dipinggir jalan merupakan tempat
paling strategis walaupun harus mengabaikan aturan dan himbauan tanpa harus memiliki
biaya modal untuk menyewa roku dan los-losan yang seharusnya. Sehingga dapat di
simpulkan bahwa pelaksanaan perda tersebut masih belum optimal karena kondisi ekonomi
sangat berpengaruh dalam pengeimplementasian kebijakan. Hal ini tidak sesuai dengan teori
Van Metter dan Van horn (Mulyadi, 2016) ada 6 variabel yang mengatakan kondisi sosial,
ekonomi politik dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Kondisi Politik

Politik juga mempengaruhi lingkungan eksternal dalam suatu implementasi
kebijakan. Kondisi politik adalah proses kekuasaan pemerintah baik dari lembaga eksekutif,
legislatif, ataupun yudikatif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti sudah lakukan bahwa
kondisi politik berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan
Usaha Tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah kurang
terimplementasikan dengan baik, karena pengaruh kondisi politik tidak terlalu terkait
dengan implementasi perda dan banyaknya para pedagang tidak mengetahui apakah hal ini
berkaitan dengan kondisi politik atau tidak . Hal ini tidak sesuai karena dengan teori Van
Metter dan Van horn (Mulyadi, 2016) ada 6 variabel. Pada variabel kondisi sosial, ekonomi
politik dengan indikator kondisi politik juga dapat mendukung keberhasilan implementasi
kebijakan.

6. Disposisi
a. Tanggapan pelaksana kebijakan

Disimpulkan bahwa menurut Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan
Usaha Tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah
mengenai  tanggapan dari pelaksana kebijakan atau agen pelaksana cukup
terimplementasikan dengan baik. Dengan adanya perda ini dapat mengarahkan
parapelaksana kebijakan untuk melaksanakannya. Hal ini sudah sesuai dengan teori Van
Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) terkait indikator tanggapan pelaksana atau respon
implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk
melaksanakan kebijakan.

b. Pemahaman pelaksana kebijakan
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Implementator atau pelaksana memegang peranan yang begitu penting. Oleh sebab
itu, para pelaksana implementasi kebijakan perlu memiliki pemahaman terhadap kebijakan
yang akan dilaksanakan.

Dari hasil wawancara dan juga observasi di lapangan dapat ditarik kesimpulan
bahwa cukup terimplementasikan baik tentang pemahaman satpol pp dalam Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24
Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin
Kecamatan Amuntai Tengah sebagai pelaksana kebijakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
sudah memahami perda tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan teori dari Van Metter dan Van
Horn (Mulyadi, 2016) terkait indikator pemahaman pelaksana terhadap kebijakan yang akan
mempengaruhi kelancaran bagi yang dalam melaksanakan suatu kebijakan.

c. Penerima pelaksana (menerima, netral, menolak) terhadap kebijakan

Setiap  kebijakan apakah penerima pelaksana menerima, netral atau justru
menolak terhadap kebijakan yang dilaksanakan dan disini pula menjadi salah satu dari
penentu sebuah keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

Dari Hasil wawancara diberikan kesimpulan bahwa Satpol PP Kabupaten Hulu
Sungai Utara dalam menjalankan kebijakan yang termuat dalam perda sudah berusaha
dengan baik sehingga cukup terimplementasikan terkait dari arah respons dan juga terhadap
kebijakan, oleh sebab itu mereka akan jelas menerima dan mendukung Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha
dan Usaha tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin. Hal ini juga sudah sesuai dengan
teori dari Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) terkait indikator pemahaman
pelaksanaan dari tkebijakan yang bisa mempengaruhi kelancaran dalam melaksanakan
sebuah kebijakan.

7. Adapun juga Faktor yang dapat mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan
Usaha Tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah)

a. Faktor Penghambat yaitu Belum adanya kesadaran para sasaran kebijakan dalam mentaati
peraturan, Tidak adanya penambahan Anggota Satpol PP, dan Keterbatasan ekonomi dalam
penyediaan tempat.

b. Faktor Pendukung yaitu Kerjasama dengan dinas terkait, dan Keinginan masyarakat untuk
lingkungan yang tertib.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII
Pasal 24 Tentang Tertib tempat Usaha dan Usaha Tertentu tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa
Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah) kurang terimplementasikan dengan baik, ini dapat dilihat
dari Variabel Pertama, Standar dan juga Sasaran Kebijakan pada indikator Standar Kebijakan
kurang terimplementasi dengan baik, sedangkan indikator Sasaran kebijakan yang cukup
terimplementasi dengan baik. Variabel Kedua, Sumber Daya dengan indikator Sumber Daya
Manusia kurang terimplementasikan dengan baik, pada indikator Anggaran (Sumber daya finansial)
kurang terimplementasikan dengan baik, dan pada indikator Sarana dan prasarana kurang
terimplementasi dengan baik. Variabel ketiga, Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas
pada indikator penyampaian informasi akurat antarorganisasi pelaksana kurang terimplementasi
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dengan baik dan pada indikator penyampaian informasi konsisten antarorganisasi pelaksana kurang
terimplementasi dengan baik. Variabel keempat, Karakteristik agen pelaksana pada indikator
organisasi formal cukup terimplementasikan dengan baik dan pada indikator Organisasi informal

cukup terimplementasikan dengan baik. Variabel Kelima, Kondisi Sosial, ekonomi, politik pada
indikator kondisi sosial kurang terimplementasi dengan baik, pada indikator kondisi ekonomi
kurang terimplementasikan dengan baik dan pada indikator kondisi politik kurang terimplementasi
dengan baik. Variabel keenam, Disposisi dengan indikator tanggapan pelaksana kebijakan cukup
terimplementasikan dengan baik, pada indikator pemahaman pelaksana terhadap kebijakan cukup
terimplementasikan dengan baik, dan pada indikator penerima pelaksana (menerima, netral,
menolak) terhadap kebijakan cukup terimplementasikan dengan baik.

Faktor yang akan mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu
(Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah) yaitu ada faktor
pendukung seperti kerjasama dengan dinas terkait, dan keinginan masyarakat untuk lingkungan
tertib, selanjutnya faktor penghambat yaitu belum adanya kesadaran para sasaran kebijakan dalam
mentaati peraturan, tidak adanya penambahan Anggota Satpol PP, dan keterbatasan ekonomi dalam
penyediaan tempat.
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